BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

1 Suatu perbuatan dapat dibatalkan atas dasar actio pauliana dalam hukum
kepailitan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 41-42 Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, antara lain:

a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, dalam perkara a quo
perbuatan hukum yang dimaksud adalah resturkturisasi kredit dengan

penambahan fasilitas kredit;

b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan baik
olen Undang-Undang maupun oleh Perjanjian, dalam perkara a quo
seharusnya unsur ini telah terpenuhi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 25
POJK No. 40/POJK.03/2019 restrukturisasi kredit hanya sebagai upaya.
Namun dalam perkara a quo Majelis Hakim keliru dalam memberikan
pertimbangan bahwa restrukturisasi  diwajibkan untuk menghindari
wanprestasi dan untuk menolong debitor dalam perkara a quo PT. MSPI yang
masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun penambahan dana yang
diberikan oleh Bank tidaklah efektif karena pada akhirnya PT. MSPI tetap
berada dalam keadaan insolvensi sehingga sebenarnya restrukturisasi tidaklah
perlu dilakukan dalam kasus tersebut;

c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, dalam perkara a quo unsur ini
telah terpenuhi, karena penambahan fasilitas kredit tersebut menambah beban
pada harta pailit serta merugikan para kreditor preferen dari PT. MSPI untuk
mendapatkan pelunasan hutang;

d. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum Putusan pailit dijatuhkan, dalam perkara a quo unsur ini telah

terpenuhi karena addendum ke-3 sampai dengan addendum ke-7 dilakukan
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dalam jangka waktu 1 (satu tahun) sebelum putusan pailit dijatuhkan. Namun
Majelis Hakim menilai keseluruhan addendum tersebut dibuat secara
sistematis dan periodik dengan addendum ke-1 & ke-2. Jika dikaitkan dengan
Pasal 1348 KUHPerdata, maka perlu dipertimbangan letak kesinambungan
antara addendum ke-3 sampai dengan ke-7 dengan addendum ke-1 & ke-2
agar dapat dikatakan sebagai sistematis dan periodik;

. Debitor dan pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan
mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor,
unsur ini telah terpenuhi apaila unsur dalam poin b dan poin d telah
terpenuhi. Dalam perkara a quo karena unsur dalam poin b dan poin d telah
terpenuhi maka unsur ini seharusnya telah terpenuhi;

. Perbuatan hukum tersebut merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor
jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, dalam
perkara a quo unsur ini telah terpenuhi karena jenis perjanjiannya berupa
penambahan fasilitas kredit yang membebankan PT. MSPI untuk melunasi
hutang terdahulu beserta hutang dari perjanjian kredit yang baru, namun
dalam perkara a quo Mahkamah agung tidak memberikan pertimbangan
terkait unsur ini;

. Perbuatan hukum tersebut merupakan pembayaran atas, atau pemberian
jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak
dapat ditagih, dalam perkara a quo unsur ini telah terpenuhi karena
restrukturisasi kredit dilakukan 10 bulan sebelum hutang atas perjanjian
kredit antara PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB Niaga jatuh tempo;

. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan
dengan/untuk kepentingan pihak terafiliasi, dalam perkara a quo unsur ini
seharusnya telah terpenuhi karena telah ditemukan fakta berdasarka alat bukti
T.1-2 dan keterangan saksi bahwa Direktur dari PT. MSPI telah melakukan
peminjaman uang terhadap PT. MSPI sebesar Rp10.756.801.211 (sepuluh
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus

sebelas rupiah).

Dari penjabaran di atas maka penarapan hukum pranata actio pauliana dalam
kasus kepailitan PT. MSPI pada prinsip nya tidak sesuai dengan ketentuan

actio pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Seharusnya
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restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB
Niaga dapat dibatalkan karena telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur
dari Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun dalam
Putusan tersebut Mahkamah Agung keliru dalam memberikan pertimbangan
hukum terkait unsur “dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu tahun sebelum
Putusan pailit dijatuhkan” serta terkait unsur “Perbuatan hukum yang tidak
diwajibkan oleh Undang-Undang atau Pernjanjian.” Disamping itu, terhadap
beberapa unsur lain Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan

hukum terkait terpenuhinya unsur tersebut.

2 Akibat hukum dari putusan hakim yang menolak pembatalan restrukturisasi kredit
atas dasar actio pauliana dalam kasus kepailitan PT. MSPI adalah pembagian
harta pailit dalam perkara a quo yang tidak proporsional akibat dari hak kreditor
separatis dalam kepailitan terhadap benda jaminan sebagaimana dalam Pasal 55
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, lemahnya peran Kurator
dalam melakukan pengawasan terhadap debitor pailit selama proses pailit tidak

dapat diakomodir oleh pranata hukum actio pauliana.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan antara

lain:

1 Perlu adanya sinkronisasi dalam Peraturan PerUndangan-Undangan di bidang
Perbankan agar melarang transaksi perbankan yang menimbulkan pemberian
jaminan hak kebendaan debitor terhadap bank apabila debitor merupakan pihak
debitor dalam kepailitan. Aturan tersebut perlu dikonkritkan dalam rumusan
aturan di bidang perbankan sebagai wujud implementasi dari prinsip kehati-
hatian di bidang perbankan, serta sebagai wujud kepastian hukum dari tujuan
kepailitan yang menghendaki jaminan pembagian yang sama terhadap harta
kekayaan debitor di antara para kreditornya dan mencegah agar debitor tidak
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para
kreditor;

2. Perlu diwajibkannya pengangkatan Kurator Sementara oleh Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU selama proses kepailitan, untuk menunjang pelaksanaan
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pranata hukum actio pauliana dalam mencegah perbuatan-perbuatan debitor pailit
yang berpotensi merugikan harta pailit. Saat ini Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU tidak mewajibkan adanya pengangkatan Kurator Sementara, Kurator
Sementrara baru akan ditunjuk jika diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Sehingga
pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan hukum debitor selama proses pailit

masih lemah.
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